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ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi kualitas layanan 
administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada identifikasi 
masalah yang dihadapi serta usulan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan 
masyarakat. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam 
kualitas layanan administrasi kependudukan, khususnya dalam konteks 
keterlambatan penyelesaian KTP-EL dan kondisi fisik ruang pelayanan. Pendekatan 
kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara 
mendalam dengan petugas administrasi dan observasi langsung di lokasi 
pelayanan. Informan utama meliputi petugas administrasi dan masyarakat yang 
menggunakan layanan tersebut. Data dianalisis secara deskriptif untuk 
mengidentifikasi pola dan temuan utama terkait kualitas layanan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sementara ada kemajuan dalam kualitas layanan, tantangan 
seperti keterlambatan dan infrastruktur fisik ruang pelayanan masih perlu 
diperbaiki. Rekomendasi untuk optimalisasi proses administrasi, perbaikan 
infrastruktur, integrasi teknologi, dan peningkatan pelatihan petugas diharapkan 
dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan, serta mendukung 
terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi pembangunan berkelanjutan dan 
inklusif di Kabupaten Pinrang. 
 

Kata kunci: kabupaten pinrang, kualitas layanan, layanan administrasi 
kependudukan, perbaikan. 
 
ABSTRACT: This research was conducted to investigate the quality of civil 
registration administration services in Pinrang District, focusing on identifying 
existing challenges and proposing improvements to enhance public satisfaction. 
The main objective was to conduct a thorough analysis of civil registration services, 
particularly regarding delays in the issuance of Electronic Identity Cards (e-KTP) 
and the physical infrastructure of service centers. A qualitative approach was 
employed, using data collection techniques such as in-depth interviews with 
administrative staff and direct observations at service locations. Key informants 
included administrative personnel and service users. Data were analyzed 
descriptively to identify patterns and major findings related to service quality. The 
study revealed that while there has been progress in service quality, challenges 
such as delays, and physical infrastructure deficiencies still need to be addressed. 
Recommendations for optimizing administrative processes, improving 
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infrastructure, integrating technology, and enhancing staff training aim to 
improve service efficiency, responsiveness, and support sustainable and inclusive 
development in Pinrang District. 
 

Keywords: civil registration administration services, improvements, pinrang 
district, service quality. 
 
PENDAHULUAN 

Pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu fungsi 
pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan (Irfan, 
2021). Ketiga fungsi ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi 
kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Untuk menjalankan fungsi-fungsi 
tersebut, pemerintah membentuk sebuah birokrasi sebagai sistem yang dibangun 
agar fungsi pelayanan, pembangunan, dan perlindungan dapat berlangsung 
dengan efektif dan efisien (Khobiburrohma et al., 2020). Hal ini sejalan dengan 
pengertian pelayanan menurut Hardiningsih & Putri (2022) yang mengartikan 
pelayanan sebagai perihal atau cara melayani, berupa jasa dan kemudahan yang 
diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 

Pelayanan merupakan salah satu hal utama dalam pemerintahan yang 
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, permasalahan 
kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan besar. Pengamatan awal di 
Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya beberapa permasalahan terkait kualitas 
pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Meskipun telah 
diterapkan sistem elektronik berbasis online melalui program Sistem Pelayanan 
Informasi Terpadu Online (SIPATUO) yang bertujuan untuk memberikan 
pelayanan yang mudah, cepat, dan memuaskan kepada seluruh masyarakat, 
kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat 
terhadap layanan yang diberikan. Hal ini diatur dalam Keputusan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang No. 104 Tahun 2017 yang 
memperkenalkan layanan "Salam Tujuh Menit" dan "Three in One". "Salam Tujuh 
Menit" adalah sistem pelayanan yang memungkinkan pengurusan KTP-EL, KK, 
maupun Akta Kelahiran (AK) selesai dalam waktu tujuh menit, sedangkan "Three 
in One" memungkinkan pengurusan tiga item sekaligus, yaitu KTP-EL, KK, dan akta 
kelahiran dalam satu kali proses. 

Namun, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan 
program layanan yang dicanangkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di 
kalangan masyarakat. Penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan publik di 
bidang administrasi kependudukan, seperti yang dilakukan di Kantor Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Indramayu, menunjukkan adanya waktu tunggu yang cukup 
lama, kurangnya kapasitas SDM, dan optimalisasi fasilitas penunjang pelayanan 
yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini akan menganalisis kualitas 
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang dengan fokus pada 
program Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Online (SIPATUO) dan Program 
Salam Tiga in One. 
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Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka 
rumusan masalah penelitian yang dilakukan adalah: Bagaimana kualitas pelayanan  
administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang? 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Metode yang dipilih bertujuan untuk menggali fakta secara mendalam 
dari para informan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan 
komprehensif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami 
fenomena secara holistik dan kontekstual. Informan penelitian terdiri dari dua 
kategori: informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Kepala 
Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang yang dapat memberikan informasi 
menyeluruh mengenai layanan administrasi kependudukan. Informan pendukung 
meliputi petugas layanan dan masyarakat yang sedang melakukan pelayanan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-
depth interview) dengan informan kunci dan pendukung. Selain itu, pengamatan 
langsung (observasi) terhadap proses pelayanan juga dilakukan untuk 
mendapatkan data yang lebih akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis model interaktif. Analisis ini dilakukan secara 
interaktif (Gambar 1) dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh 
jenuh. Proses analisis data meliputi beberapa langkah: pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui 
wawancara dan observasi disederhanakan dan dipilih sesuai kebutuhan 
penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, 
tabel, atau gambar, dan akhirnya peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah 
dianalisis. 

 
Gambar 1. Model Analisis Data yang Digunakan (Model Analisis Interkatif) 

 
Model analisis interaktif ini memungkinkan proses analisis data kualitatif 

yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sepanjang proses 
penelitian, hingga mencapai kejenuhan data. Setiap langkah dalam model analisis 
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saling berhubungan dan dilakukan terus-menerus untuk memastikan hasil yang 
mendalam dan akurat. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengevaluasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan 
di Kabupaten Pinrang berdasarkan dimensi RATER (Reliability, Assurance, 
Tangibles, Empathy, Responsiveness). Kualitas pelayanan diukur melalui standar 
pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan daerah serta observasi dan wawancara 
dengan petugas dan masyarakat pengguna layanan. 

 
Dimensi Reliability (Keandalan) 

Reliability mencakup kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan 
yang dijanjikan dengan tepat, segera, akurat, dan memuaskan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang 
sudah memiliki standar pelayanan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 
22 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya. Namun, meskipun persyaratan 
administrasi yang wajib dipenuhi sudah jelas, terdapat beberapa kendala teknis 
seperti keterbatasan blangko KTP-EL yang menyebabkan keterlambatan. Hal ini 
mengakibatkan masyarakat sering menerima SUKET (Surat Keterangan) sebagai 
pengganti sementara. Salah satu responden mengatakan: "Saya sudah melengkapi 
semua berkas, tapi KTP-EL saya belum juga jadi. Mereka memberikan SUKET dan 
mengatakan blangko habis. Ini sudah lebih dari enam bulan."  

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pelayanan 3 in 1 cukup efektif 
jika seluruh berkas telah lengkap. Namun, keterlambatan sering terjadi karena 
masalah teknis yang tidak dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan. 

 
Dimensi Assurance (Jaminan) 

Assurance melibatkan kemampuan aparat dalam membangkitkan rasa 
percaya dan keyakinan masyarakat melalui kompetensi, keterbukaan, dan 
keterampilan teknis. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparat dalam 
memberikan pelayanan administrasi kependudukan sudah baik, ditunjang oleh 
pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Keterbukaan informasi terkait 
prosedur, persyaratan, dan waktu penyelesaian juga berjalan dengan baik. 
Seorang petugas pelayanan menyatakan: 

 
"Kami selalu berusaha memberikan informasi yang jelas dan transparan 
kepada masyarakat. Semua prosedur dan persyaratan kami sampaikan di 
papan informasi dan juga melalui website."  

 
Observasi menunjukkan bahwa informasi mengenai prosedur dan 

persyaratan pelayanan dipajang dengan jelas di papan informasi dan dapat diakses 
melalui website, mendukung pernyataan dari petugas dan masyarakat. 
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Dimensi Tangibles (Bukti Fisik) 
Tangibles mencakup sarana dan prasarana pendukung proses pelayanan. 

Di Kabupaten Pinrang, fasilitas fisik untuk pelayanan administrasi kependudukan 
cukup memadai, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Tata letak dan 
pengaturan kursi ruang tunggu kurang tertata rapi, sehingga terkesan sempit dan 
mengganggu konsentrasi pelayanan. Seorang warga menyebutkan: "Ruang tunggu 
sangat sempit dan tidak nyaman. Kursi antrian juga kurang. Kami harus berdiri 
lama menunggu giliran."  

Hasil observasi mengonfirmasi bahwa ruang tunggu memang terlihat 
sempit dengan pengaturan kursi yang kurang rapi. Penataan ulang ruang tunggu 
dan penambahan fasilitas seperti sarana bermain anak dan bilik menyusui 
diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan. 

 
Dimensi Empathy (Empati) 

Empathy adalah kemampuan aparat untuk merasakan keadaan 
masyarakat dan memberikan perhatian pribadi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa komunikasi antara pengguna layanan dan aparat sudah berjalan dengan 
baik, tanpa membedakan status sosial. Informasi mengenai prosedur pelayanan 
dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk petugas, papan informasi, 
dan website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pinrang. Salah satu 
informan menyatakan: "Petugas di sini sangat ramah dan membantu. Mereka 
memberikan semua informasi yang saya butuhkan tanpa membeda-bedakan”. 
Observasi menunjukkan bahwa petugas memang memberikan pelayanan yang 
ramah dan responsif terhadap semua masyarakat tanpa diskriminasi. 

 
Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) 

Responsiveness berkaitan dengan kesanggupan aparat untuk membantu 
dan menyediakan pelayanan dengan cepat dan tepat serta tanggap terhadap 
kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa aparat di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pinrang umumnya responsif terhadap 
kebutuhan dan keluhan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa 
keluhan terkait keterlambatan pelayanan, terutama dalam pengurusan KTP-EL. 
Seorang masyarakat menyampaikan: 

 
"Ada beberapa kali saya mengajukan keluhan tentang keterlambatan KTP-EL, 
dan mereka langsung merespons dan memberikan penjelasan. Namun, tetap 
saja, KTP-EL saya belum selesai."  

 
Observasi mengonfirmasi bahwa keluhan masyarakat terkait 

keterlambatan memang terjadi dan sering disebabkan oleh keterbatasan blangko. 
Keluhan masyarakat dapat disampaikan langsung ke unit layanan aduan atau 
melalui SMS, dan aparat berusaha memberikan solusi yang memadai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan di Kabupaten Pinrang sudah berjalan cukup baik, namun masih 
memerlukan beberapa perbaikan, terutama dalam hal keterlambatan 
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penyelesaian KTP-EL dan penataan fasilitas fisik ruang pelayanan. Dengan 
peningkatan di area tersebut, diharapkan kualitas pelayanan dapat lebih 
memuaskan masyarakat. 
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten 
Pinrang: Tantangan, Temuan, dan Rekomendasi Perbaikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan di Kabupaten Pinrang telah mencapai tingkat yang relatif baik, 
namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perbaikan. 
Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah adanya keterlambatan 
dalam penyelesaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), yang berpotensi 
mengurangi kepuasan masyarakat. Teori-teori terdahulu dalam manajemen 
layanan publik menegaskan bahwa keterlambatan dalam layanan dapat 
menghasilkan persepsi yang negatif dan menurunkan kualitas pelayanan secara 
keseluruhan (Marbouh et al., 2020; Uzir et al., 2021). Selain itu, kondisi fisik ruang 
pelayanan juga menjadi faktor penting, karena lingkungan fisik yang baik dapat 
meningkatkan pengalaman positif masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan 
public (Mao et al., 2022). 

Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi penelitian menyarankan 
adanya perbaikan signifikan (Gambar 2) dalam proses administrasi, termasuk 
optimalisasi alur kerja untuk mengurangi waktu penyelesaian KTP-EL. Diperlukan 
juga investasi dalam peningkatan infrastruktur fisik ruang pelayanan, seperti 
perbaikan fasilitas dan peningkatan jumlah loket, untuk mendukung efisiensi dan 
kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Langkah-langkah ini diharapkan 
dapat meningkatkan responsivitas dan kepuasan pengguna layanan administrasi 
kependudukan di Kabupaten Pinrang. 
 

 
Gambar 2. Rekomendasi Perbaikan Layanan Administrasi 

di Kabupaten Pinrang 
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Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 
Kabupaten Pinrang, beberapa rekomendasi perbaikan telah diusulkan. Pertama, 
proses administrasi seperti verifikasi data, pencetakan, dan pengambilan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) direvisi dengan tujuan mengurangi waktu 
penyelesaian. Selain itu, infrastruktur fisik ruang pelayanan akan diperbarui 
dengan penambahan loket, fasilitas aksesibilitas seperti rampa untuk disabilitas, 
dan penataan ulang tata letak ruang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna 
layanan. Integrasi teknologi juga menjadi fokus, dengan penerapan sistem 
informasi berbasis online untuk pencatatan data dan pemantauan status 
permohonan KTP, yang diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah 
proses administrasi. Terakhir, pelatihan intensif direncanakan untuk petugas 
administrasi guna meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan 
layanan yang lebih responsif dan efisien kepada masyarakat. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan Kabupaten Pinrang dapat mencapai standar pelayanan 
yang lebih tinggi, memenuhi harapan masyarakat, dan memperkuat fondasi 
pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. 

Dalam konteks implementasi praktis, perbaikan ini sejalan dengan upaya 
pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara 
menyeluruh. Dengan memperbaiki proses dan infrastruktur yang mendukung, 
diharapkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dapat lebih efektif 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, peningkatan ini juga 
dapat berkontribusi positif terhadap citra pemerintah daerah dalam memberikan 
layanan yang responsif dan berkualitas. Sebagai hasilnya, perbaikan ini bukan 
hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah, 
tetapi juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi 
pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang. 
 
SIMPULAN 

Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan di Kabupaten Pinrang telah mencapai tingkat yang cukup baik, 
masih terdapat ruang untuk perbaikan signifikan. Keterlambatan dalam 
penyelesaian KTP-EL dan kondisi fisik ruang pelayanan menjadi tantangan utama 
yang perlu segera ditangani. Rekomendasi untuk optimalisasi proses administrasi, 
perbaikan infrastruktur fisik, integrasi teknologi, dan peningkatan pelatihan 
petugas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan secara 
keseluruhan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat 
layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan dan 
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan implementasi 
rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Pinrang dapat mencapai pelayanan 
administrasi kependudukan yang lebih responsif, efisien, dan berdaya saing, 
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh 
warganya. 
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